RINGKASAN

Proses Dokumentasi Surat Perintah Membayar (SPM) Pada Kantor
Pelayanan Pembendaharaan Negara Semarang 1, Mirza Avicenna Asyifyan,
Nim D42180176, Tahun 2022, 36 him., Akuntansi Sektor Publik, Manajemen
Agribisns, Politeknik Negeri Jember.

Laporan Praktik Kerja Lapang ini dibuat untuk memberikan gambaran
mengenai hasil pekerjaan yang sudah dilakukan selama PKL berlangsung dengan
tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatakan gelar Sarjana Terapan
(S.tr). Tujuan khusus dari laporan ini yaitu Dapat melaksanakan proses “Prosedur
Dokumentasi  Surat Perintah Membayar (SPM) di Kantor Pelayanan
Pembendaharaan Negara Semarang 1”.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang | merupakan unit kerja
dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan pelayanan kepada
satuan kerja. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapang dilaksanakan selama 900 jam,
yang dimulai sejak tanggal 1 September 2021 s.d 28 Januari 2022 dengan 5 hari kerja
yaitu Senin-Jumat. Pada Sub Bagian Umum, kegiatan ini melakukan “Proses
Dokumentasi  Surat Perintah Membayar (SPM) di Kantor Pelayanan
Pembendaharaan Negara Semarang 1”. Kendala yang dihadapi selama proses
dokumentasi SPM disebabkan oleh banyaknya SPM yang harus diarsipkan
mengharuskan untuk lebih teliti dan konsentrasi dalam memilah SPM. Dengan
Mengikuti Praktik Kerja Lapang ini, dapat lebih memahami tugas pada SubBagian
Umum dalam melakukan Prosedur Dokumentasi Surat Perintah Membayar (SPM) di
Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Semarang 1.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/2010 Pasal 1,
Surat Perintah Membayar merupakan dokumen yang diterbitkan serta digunakan
oleh Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana
berdasarkan Daftar Isian Pengguna Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
Penerbitan Surat Perintah Membayar merupakan bagian dari sistem dan prosedur
pengeluaran kas. Surat Perintah Membayar dapat diterbitkan jika pengeluaran yang

diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia dan didukung oleh kelengkapan
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dokumen sesuai peraturan perundangan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 7/PMK.02/2014 Pasal 1, pagu anggaran adalah alokasi anggaran yang
ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/ atau pembiayaan anggaran
dalam APBN.
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